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. BUPATI MUKOMUKO 
PROPINSI BENOKULU 

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO 
NOMOR 30 TAHUN 2020 

TENTANO 

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 
SEBAOAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 

Menimba.ng 

Mengingat 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI MUKOMUKO, 

bahwa dala.m rangka melaksanakan lnstruksi 
Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan 
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 
Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Vuus 
Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan Kepala Dae.rah Dalam Rangka. Penerapan 
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019, perlu adanya pengaturan 
da,Ia.m penerapan disiplin dan penegakan hukum 
protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan 
pengendalian Corona Virus Disease 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Mukomuko tentang Penerapan 
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 
Sebagaj Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 
Wabah PenyaJcit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, 
Ta,mbahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3723); 

2 . . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentuka.n Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 
Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
·Pena.nggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
4723); 
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4, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republic Indonesia 
Tal1Un 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. UncJang-Undeng Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rt,nnah Saldt (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

6. Undeng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentuken Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

· Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan 
Undeng-Undeng Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas ·Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6393); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
6236); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 344 7); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
RBJ1gka PercepatBJ1 PenanganBJ1 Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6487); 

14. PeraturBJ1 Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 
Ko mite Penanganan Corona Virvs Disease 2019 
(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 178); 

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 
Kesehata,n Masya,ra,kat Corona Vims Disease 2019 
(COVID-19); 

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam 
Penyebaran Corona Vuus Disease 2019 (COVID-19) 
Sebagai Bencana Nasional; 

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoma,n 
Penggunaan Dana Siap Pakai; 

!9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia 
Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis 
Penyakit Menula.r Tertentu Yang Dapat 
Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 503); 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan 
Penyakit Menrular (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1755); 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan 
Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755); 

23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan 
Tata Cara Pelalcsanaan Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1644); 
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Menetapkan 

24. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Republi,k Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2020 ·tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara 

RepubUk Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembataaan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Vi~ Disease 2019 (COVID-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 326); 

26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 

Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi 

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 587); 

27. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-208 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Bupati Mukomuko Nomor 100-185 Tahun 2020 

Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten 

Mukomuko; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PENERAPAN 

DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 

KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerab ad.alah Kabupaten Mukomuko. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 
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5. Dewa,n Perwa,ldJan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwak.ilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Mukomuko. 

6. Ougus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Mukomuko yang 
selmtjutnya disebut Ougus Tugas COVID-19 tingkat 
Kabupaten adelah Ougus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Mukomuko 
untuk tingkat Kabupaten. 

7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
TNI adalah Tenta,ra Nasional Indonesia di wilayah 
Komando Distrik Militer 0428/Mukomuko. 

8. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republlic 
Indonesia di wilayah Resor Mukomuko. 

9. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Mukomuko. 

10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri 

Mukomuko. 

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati clan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten 
Mukomuko. 

12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mukomuko. 

13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
sela,njutnya disingkat BPBD adalah Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Ka bu paten 
Mukomuko. 

14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Darokar 
adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Keba.karan Kabupaten Mukomuko. 

15. Bidang Perhubungan adalah Bidang Perhubungan 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Mukomuko. 

16. Kecarnatan adalah Kecamatan di Kabupaten 
Mukomuko. 

17. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan pada 
Kecamatan di Kabupaten Mukomuko. 

18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. 

19. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili 
dan/atau berkegiatan di Kabupaten Mukomuko. 

20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga 
negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum 
Negara Kesatua.n Republik Indonesia yang melakukan 
kegiatan usaha di Kabupaten Mukomuko. 
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21, Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat 

COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pemapasan 
akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona 
Virus-2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pendemi 
global berdasarka,n penetapan dari World Health 
Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana 
non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 
Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Sebaga,i Bencana Nasional. 

22. Protokol Kesehatan adala,h serangkaian 
aturan/standar kesehatan yang ditetapkan daJaro 
upaya pencegaha,n dan penularen penyakit. 

23. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian 
kegiatan kesehat,an masyarakat yang dilakukan 
terhadap kasus yang meliputi kegiatan 
ka,rantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan 
spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta korrmnikasi 
resiko dan pemberdayaan masyarakat. 

24. Perila,ku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya 
disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang 
dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil 
pembelaja.ran, yang menjadikan seseorang, keluarga, 
kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya 
sendiri di bidang kesehatan dan berperan a.ktif da,lam 
mewujudkan kesehatan masyarakat. 

25. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah 
satu dari kriteria berikut: 
a. Orang dengan lnfeksi Saluran Pemapasan Akut 

(!SPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul 
gejala memilikii riwayat pelrjalanan atau tinggal di 
negara/wilayah Indonesia yang melaporka.n 
transmisi lokal; 

b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan 
pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala 
memiliki riwayat kontak dengan kasus 
konfirmasi/ probable COVID-19; 

c. Orang dengan ISPA berat/ pneumonia berat yang 
membutuhkan perawatan di rumah sakit dan 
tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran 
k,linis yang meyakinkan. 

26. Kasus Probable adalah kasus suspek dengan ISPA 
Berat/meninggal dengan ga.mbaran klinis yang 
meya.kinkan COVID-19 dan belum ada basil 
pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 

27. Kasus Konfinnasi adalah seseorang yang dinyatak.a,n 
positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan 
dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 

28. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat 
kontak dengan kasus probable atau konfumasi 
COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain: 
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a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan ka.sus 
probable atau kasus konfinnasi dalarn radius 1 
meter dan dalarn jangka waktu 15 menit atau 
lebih; 

1;,. Sentuhan fisik langsung dengan ka.sus probable 
atau konfirmasi (seperti bersa,larnan, berpegangan 
ta,ngan, dan lain-lain); 

c. Orang yang memberika.n perawatan langsung 
terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa 
menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang 
sesuai standar; 

d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya 
kontak berdasarka.n penilaian resiko loka.l yang 
ditetapkan o~eh tim penyelidikan epidemiowgi 
setempat. 

29. lsolasi adalah proses mengurangi resiko penularan 
melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik 
yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki 
geja,la COVID-19 dengan masyarakat luas. 

30. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak 
s,akit atau terinfeksi dari orang la.in sehingga mencegah 
penyebaran infeksi atau konta.minasi yang dilakukan 
di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai 
tempat isolasi. 

31. Kara.ntina Mandiri adalah pembatasan 
kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi 
mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular 
dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus 
sejajc dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain 
yang disediakan sebaga,i tempat karantina. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peratura.n Bupati ini dimaksudkan sebagai pandua.n bagi 
semua pemangku kepentingan dalain penerapan disiplin 
dan penegakan hukum protokol kesehatan secara ketat 
sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko 
menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para 

pemangku kepentingan dalam pencegahan dan 
pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mukomuko; 

b. Mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku 
hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam upaya mencegah 
penularan dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten 
Mukomuko; 
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c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap 

penerapan disipilin protokol kesehatan sebagai upaya 
pencegahan dan pengendalian COVID• 19 di Kabupaten 
Mukomuko; 

d. Memberikan kepastlan hukum, memperkuat upaya dan 
meningkatkan efektlvitas pencegahan dan pengendallan 
COVID• 19 di Kabupaten Mukomuko. 

BAB III 
RUANO LINOKVP 

Pasa.14 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Pelaksanaan; 
b. Monitoring dan evaluasi; 
c. Sanksi; 
d. Sosialisasi da,n partisipasi; dan 
e. Pendanaan. 

BABIV 
PELAKSANAAN 

Bagian Kesa.tu 
Subjek Pengaturan 

PasalS 

(1) Subjek Pengaturan ini meliputi: 
a. Perorangan; 
b. Pelaku usaha; dan 
c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab 

tempat dan fasilitas umum. 

(2) Perorangan sebaga.imana dimaksud ayat (1) huruf a 
harus melakukan 4M, ya.itu memakai masker, mencuci 
tangan, menjagajarak dan menghindari kerumunan. 

(3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau 
penanggung jawab tempat dan fasilita.s umum 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c 

harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi 

karyawan dan pengunjung yang data.ng. 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 6 

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) 

wajib menerapkan d8Dl mematuhi protokol kesehatan 
pencegahan COVID• 19 dalam melaksanakan 

aktivitas/berkegiata.n. 

Pasal 7 

(1) Setiap orang perorangan wajib melaksanakan dan 
mematuhi protokol kesehatan meliputi: 
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a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker 
yang menutupi hidung den mulut hingga dagu, jika 
harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang 
lain yang tidalc diketahui statue keeehatannya; 

b. Mencuci tangan seca,ra teratur menggunakan s,abun 
dengan air mengalir; 

c. Pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan 
d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan 

menerapkan Perilaku Hidup Bersih clan Sehat 
(PHBS). 

(2) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, ata.u 
penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum wajib 
melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan 
meliputi: 
a. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai 

media infonnasi untuk memberikan pengertian dan 
pemahaman mengenai pencegahan dan 
pengendalian COVID-19; 

b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun 
mudah diakses dan memenuhi standar 
penyediaan cairan pembersih tangan 
sanitizer); 

yang 
atau 

(hand 

c. Upaya identiflkasi (penapisan) dan pemantauan 
kesehatan bagi setiap orang yang a1can beraktivitas 
di lingkungan kerja; 

d. Upaya pengaturanjagajarak; 
c. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara 

berkala; 
f. Penegakan ked.isiplinan pada perilaku masyarakat 

yang berisiko dalam penularan da,n tertularnya 
COVID-19; dan 

g. Fasilitas deteksi dini dalam pen.anganan kasus 
untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. 

Bagian Ketiga 
Tempat dan Fasilitas Umum 

Pasal 8 

Tempat dan fasilitas umum meliputi: 
a. Perkantoran/tempat kerja, usaha, clan industri; 
b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya; 
c. Tempat ibadah; 
d. Terminal, pelabuhan, dan bandar udara; 
e. 1'ransportasi umum; 
f. Tako, pasar modem, dan pasar tradisional; 
g. Apotek dan toko obatj 
h. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran; 
i. Pedagang kaki lima/lapakjajananj 
j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis; 
k. Tempat wisata; 
l. Fasilitas pelayanan kesehatan; 
m. Area publik tempat lainnya yang dapat memungkinkan 

acJ.anya kerumunan massa; dan 
n. Tempat dan fasilitas umum yang harus 

memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 9 

(1) Bupati menugaskJln Dinas tcrkaJt untuk meJakukan 
monitoring dan evaluasi pelakeanaan Peraturan Bupati 
ini. 

(2) Hasil monitoring ~an ev~uasi dilaporkan kepada 
Bupati. 

Pasal 10 

(1) DeJam peiaksanaan Peraturan Bupati ini, masyara.kat, 
pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Rukun 
Tetangga dan Rukun Warga turu t berpartisipasi alrtif 
melakukan monitoring penerapan protokol kesehatan 
dilingkungan tempat tinggalnya. 

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 sesuai 
tingkata.n wilayah. 

(3) Hasil pelaporan • oleh masyarakat seba.gaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus 
Tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuaj dengan 
kewenangan dan tanggungjawab. 

BAB VI 
SANKS! 

Pasal 11 

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, 
penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan 
fasilitas umum yang meianggar kewajiban sebagaimaoa 
dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi. 

(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi 
berupa: 
a. Teguran lisan dan teguran tertulis; 
b. Larangan memasuki suatu area yang akan dituju; 
c. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas 

umum; 
d. Pembubaran kegiatan; atau 
e. Denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus 

ribu rupiah). 

(3) Setiap pirnpinan/penanggung jawab badan 
usaha/pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 
penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dikenakan sanksi berupa: 
a. Teguran lisan atau teguran tertuUs; 
b. Denda administratif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus 

ribu rupiah); 
c. Penghentian sementara kegiatan atau operasional 

usaha; atau 
d. Pencabutan izin usaha. 
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(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dima.ksud dalam ayat 

(2) dan ayat (3), dikenakan dengan mempertimbangkan 
unsur proposional dan keadilan sesuai dengen 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Dala.m pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) den ayat (4), Satpol PP 
dan DEUDkar berkoordinasi dengen Instansi terksit, 
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Gugus Tugas 

COVID-19 Daerah. 

Pasal 12 

Denda Ad.ministratif sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2) dan ayat (3), disetor ke rekening Kas Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangen. 

BAB VII 
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan 
melalrukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara 
pencegahan dan pengenda,lian COVID-19 kepada 
masyarakat. 

(2) Sosialisasi/ edukasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat 
(1), dilaksanakan dengan melibatkan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan 
Kecamatan dan partisipasi peran serta: 
a. Masyarakat; 
b. Pemuka aga.ma; 
c. Tokoh adat; 
d. Tokoh masyara.kat; dan 
e. Unsur ni.asyarakat lainnya. 

(3) Pelaksanaan sosialisasi/edukasi dilakukan secara 
langsung kepada masyarakat atau menggunakan 
sarana media informasi. 

BAB VIII 
PENDANAAN 

Pasal 14 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, da.n sumber-sumber lain yang sah dan 
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

-
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan 
Penega,kan Hulrum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Mukomuko. 

2020 
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